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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

rangka peningkatan pelayanan penggunaan
memperlancar arus lalu lintas, 1lebih meng ~
optimalkan fungsi jalan secara maksimal serta guna
melindungl ruas-ruas jalan di Kabupaten Kudus, perlu
diatur ketentuan tentang Jalan ;

jalan,

perlu
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ‘tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ;

undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

) Dasar Pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1980

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lem-—
baran Negara Nomor 3186) ;

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

49, Tambahan Lzmbaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3501) ;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan



Memperhatikan :

Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelak

sanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Ne-
gara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3293) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lem-—
baran Negara Nomor 3293) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838) :

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penga-
daan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepen-
tingan Umum ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerin-
tah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kota ;

Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 10 Agustus 1999
Nomor KM 55 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan
di Pulau Jawa ;

peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus No-
mor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 8);

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 620/11/2000 tentang
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten
Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
tentang Jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG JALAN.



palam Peratu

. Daerah adalah Kabupate
. Bupati adala

. Dewan perwakilan

. pemerinta

. Jalan adalah suatu pra

_ Jalan By Pass

. Jalan arteri ad

. Jalan Kolektor

j. AS (Sumbu) Jalan

. Garis sempadan Jal

dari bahan tetap maupu

) sejajar dibelakangnya dapa

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

ran Daerah ini yangd dimaksud dengan :

n Kudus ;

h Bupati Kudus ;

Rakyat paerah yang selanjutnya di -
singkat pPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat paerah
Kabupaten Kudus ;

h Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kudus ;

sarana perhubungan darat dalam

meliputi segala bagian jalan termasuk
diperuntug

bentuk apapun
gkap dan perlengkapannya yang

bangunan pelen
kan bagi lalu l1intas ;

adalah Jjalan bebas hambatan dan atau

jalan yang aksesnya dibatasi selaras dengan jalan
arteri ;

alah jalan yang melayani angkutan utama

dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan

k dibatasi

rata-rata tinggi dan jumlah jalan masu

secara efisien ;

adalah Jjalan yang melayani angkutan
pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan
jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan J
jalan masuk dibatasi ;
ani angkutan

jalan yang melay
jarak dekat,

Jalan lokal adalah
Zciri perjalanan

setempat dengan ciril
rendah dan jumlah jalan masuk

kecapatan rata-rata
tidak dibatasi ;
garis yang diambil

adalah suatu
lan/rencana jalan ;

ditengah—tengah lebar perkerasan ja

an adalah garis batas luar pengaman—

an jalan atau rencana lebar jalan ;
Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang
tersusun melekat pada tanah atau pertumpu pada batu-
patu landasan secara langsung maupun tidak langsung ;

dalah batas pekarangan tanpa atap yang terdiri

pagar a
n tidak tetap ;

ya atau

r adalah garis Yyang diatasn

Garis sempadan Paga
t dibangun pagar ;




(1) sistem Jaringan

(2) Penetapan nama jalan

(1) Jalan arteri primer

(2) Jalan arteri primer didesain

Py

<l an yang meliputi

anjang, ren j
menengah, dan Penyusunan Program perwy - e
Jalan, serta Pemeliharaan

Judan jaringan
jalan : dan pengatur

igmi;:::;:in jalaﬁjadalah segala kegiatan yang melipuy-
| an, re abilitasi, enunj j
Peningkatan jalan 3 P e aal Jaln dan
Muatan sumby terberat adalah jumlah tekanan terberat
roda-roda Pada sesuaty sumbu (As) yang menekan jalan.

BAB IT
SISTEM JARINGAN DAN KELAS JALAN
Pasal 2

dan kelas Jalan

T . di Daerah menurut
fungsinya terbagi dalam Jenis-jenis

jalan yaitu -
a. jalan arteri primer 3
b. jalan arteri sekunder ;

c. jalan kolektor primer :
d. jalan kolektor sekunder s
e. jalan lokal primer :

f

. Jalan lokal sekunder.

dan jenis jalan

akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati dengan persetujua

n DPRD.
Pasal 3

sebagaimana dimaksud huruf a
Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan
kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau

menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota Jenjang
kedua.

berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dan

j i dari 8 (dela-
dengan lebar badan jalan tidak kurang (dela-
pan% meter dengan muatan sumbu terberat yang diijin
kan 10 (sepuluh) ton.

Pasal 4 .....



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 4

Jalan arterij sekunder sebagaimana dimak
sud
zasal 2 Pefaturan Daerah ini berfungsi menghugﬂggza:
awasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau
menghubungkan kawasan sekunder kesaty dengan k;w
sekunder kesatu atau

menghubungkan kawasan sekund
kesatu dengan kawasan sekunder kedua. o

Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan
Feéncana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan
dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (dela-
pan) meter dengan muatan sumbu terberat yang diijin-
kan 10 (sepuluh) ton.

Pasal 5

Jalan kolektor primer

sebagaimana dimaksud huruf c
Pasal 2 Peraturan Daera

2P h ini berfungsi menghubungkan
kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau

tezghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang
etiga.

Jalan kolektpr primer didesain berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dan
dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh)

meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8
(delapan) ton.

Pasal ¢

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud huruf d
Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan
kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua

atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan
kawasan sekunder ketiga.

Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepat-
an rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan
dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh)

meter dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8
(delapan) ton.

Pasal 7

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud huruf e Pasal
2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan kota
jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota
jenjang kedua dengan persil atau menghubqukan kota
jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota
jenjang ketiga dengan kota jenjang d1baw§hnya, Bota
jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jen-
jang ketiga sampai persil.

Jalan 1lokal primer didesain berdasafkan kecepatan
rencana paling rendah 20 (duapuluh)'km/Jam dan dengan
lebar badan jalan tidak kurang dar{‘§.(meter) meter
dengan muatan:sumbu terberat yang diijinkan 8 (dela-
pan) ton.

Pasal 8 .....




(1)

(2)

(1)

(2)

(1

(2)

(3)

Pasal 8

Jalan 1lokal sekunder sebagaimana dimaksud huruf f
pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi menghubungkan
kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubung-
kan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan
sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dan dengan
lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter
dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan
4 (empat) ton.

Pasal 9

Sistem Jaringan Jalan selain tersebut Pasal 2 Peratur
an Daerah ini, juga terdapat Jalan By Pass.

Jalan By Pass didesain berdasarkan kecepatan rencana
paling rendah 60 (enam) puluh km/jam dengan lebar
jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter dengan
muatan sumbu terberat yang diijinkan 10 (sepuluh)
ton.

BAB III
BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama
Daerah Manfaat Jalan

Pasal 10

Daerah Manfaat Jalan hanya diperuntukkan bagi median,
perluasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran
tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbun-
an dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan
bangunan pelengkap lainnya.

Lebar Daerah Manfaat Jalan adalah sebagai berikut :

a. untuk jalan arteri primer sekurang-kurangnya 8
(delapan) meter ;

b. untuk jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 8
(delapan) meter ;

c. untuk jalan kolektor primer sekurang-kurangnya 7
(tujuh) meter ;

d. untuk jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 7
(tujuh) meter ;

e. untuk jalan lokal primer sekurang-kurangnya 6&
(enam) meter ;

f. untuk jalan lokal sekunder sekurang-kurangnya 5
(1ima) meter ;

g. untuk jalan by pass sekurang-kurangnya 8 (delapan)
meter.

Dilarang menggunakan Daerah Manfaat Jalan untuk ke -
perluan yang dapat mengganggu peruntukan selain
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 11




(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 11
Badan jalan hanya diperuntukkan bagi arus lalu lintas

Iipggi ruang bebas jalan adalah paling sedikit 5
( ima) meter.dan dengan kedalaman paling sedikit 1,5
satu koma lima) meter dari permukaan tanah. ;

Dilarang menggunakan badan j

jalan untuk keperluan yan
dapat mengganggu peruntukan selain sebagaimana Zi g
maksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

Saluran Tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampung

an dan peqyaluran air, agar badan jalan bebas dari
pengaruh air.

Ukuran salgran tepi jalan akan diatur 1lebih lanjut
oleh Bupati.

Dilarang menggunakan saluran tepi jalan untuk ke -

pgrluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13

Ambang Pengaman Jalan hanya diperuntukkan bagi peng -
amanan konstruksi jalan.

Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk
kepefluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaima-
na dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan
wilayah pada sistem jaringan jalan di luar kota harus
ditempatkan di luar Daerah Milik Jalan.

Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan
lokal pada sistem jaringan jalan di luar kota, dapat
ditempatkan di luar Daerah Manfaat Jalan sejauh
mungkin mendekat ke batas Daerah Milik Jalan.

Bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan di dalam
kota dapat ditempatkan di dalam Daerah Manfaat Jalan
dengan ketentuan sebagal berikut :

a. sistem jaringan jalan arteri primer, arteri sekun-
der, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal
primer, lokal sekunder :

1) untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di-
luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu
jalan atau perkerasan jalan ;

2) untuk yang berada di dalam tanah ditempatkan
diluar jarak tertentu dari tepi paling luar
bahu jalan sehingga tidak akan mengganggu
keamanan konstruksi jalan.

b. sistem ....
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b. sistem jaringan jalan by pass :

1) untuk yang berada di atas tanah ditempatkan
pada jarak 3 (tiga) meter dari tepi paling luar
bahu jalan atau perkerasan jalan ;

2) untuk yang berada di dalam tanah ditempatkan
pada jarak 3 (tiga) meter dari tepi paling luar
bahu jalan atau perkerasan jalan dengan kedalam
an minimal 2 (dua) meter dari permukaan tanah ;

Pasal 15

(1) Pohon penghijauan pada sistem jaringan jalan di luar
kota, harus ditanam di luar Daerah Manfaat Jalan.

(2) Pohon penghijauan pada sistem jaringan jalan di dalam
kota, dapat ditanam di batas Daerah Manfaat Jalan,
median atau di jalur pemisah jalan.

(3) Penanaman pohon penghijauan pada median atau jalur

pemisah jalan tidak boleh mengganggu pandangan pema-
kai jalan.

Bagian Kedua
Daerah Milik Jalan

Pasal 16

(1) Daerah Milik Jalan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat
Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur

lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengaman
jalan. ‘

(2) Peruntukan Daerah Milik Jalan selain untuk kegiatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dengan
1zin Bupati.

(3) Apabila Daerah Milik Jalan yang digunakan selain
untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ini
diperlukan untuk pembinaan jalan, maka pemegang izin
yang bersangkutan wajib mengembalikannya dalam keada-
an seperti semula atas biaya pemegang izin.

(4) Dalam hal pemegang izin tidak mengembalikan keadaan
Daerah Milik Jalan seperti keadaan semula, maka
Pemerintah Daerah dapat membongkar semua bangunan
atas biaya dari pemegang izin.

Pasal 17
Lebar Daerah Milik Jalan adalah sebagai berikut -:

a. untuk jalan arteri primer sekurang-kurangnya 30 (tiga
puluh) meter ;

b. untuk Jjalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) meter ;

c. untuk jalan kolektor primer sekurang-kurangnya 24 (dua
puluh empat) meter ;

d. untuk jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 22
(dua puluh dua) meter ;




e. untuk jalan lokal primer sekurang-kurangnya 18 (dela-
pan belas) meter ;

f. untuk jalan 1lokal sekunder sekurang-kurangnya 14
(empat belas) meter :

g. untuk jalan by pass sekurang - kurangnya 40 (empat
puluh) meter.

Pasal 18

Dalam hal Daerah Milik Jalan bersilangan, berpotongan,
berhimpitan, melintas dan di bawah bangunan wutilitas,
maka persyaratan teknik dan pengaturan pelaksanaannya
ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemilik
bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan
kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki
bangunan yang telah ada lebih dahulu.

Bagian Ketiga
Daerah Pengawasan Jalan

Pasal 19

(1) Daerah Pengawasan Jalan diperuntukkan bagi pandangan
bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.

(2) Pemerintah Daerah berhak melarang dan menghentikan
segala kegiatan di atas Daerah Pengawasan Jalan yang

diperkirakan dapat mengganggu pandangan bebas penge-
mudi dan konstruksi jalan.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan larangan terha-
dap kegiatan tertentu, dalam rangka melindungi dan
menjamin peruntukkan Daerah Pengawasan Jalan.

Pasal 20

Batas luar Daerah Pengawasan Jalan yang diukur dari as

jalan dengan jarak berdasarkan ketentuan tersebut adalah
sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 (dua puluh)
meter ;

b. Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh)
meter ;

c. Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 (lima
belas) meter ;

d. Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh)
meter ;

e. Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 (sepuluh)
meter.

f. Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 (empat)
meter ;

g. Jalan By Pass tidak kurang dari 25 (duapuluh lima)
meter.

Pasal 21

(1) Segala kegiatan dan atau pembangunan yang menggunakan

Daerah Pengawasan Jalan harus mendapatkan izin dari
Bupati.

(2) segala ....




(2) g:galﬁ kegiatan dan atau pembangunan yang menggunakan

. ri Esngawasan Jalan yang dilaksanakan tanpa izin

pa dihentikan dan atau dibongkar paksa oleh P Z
merintah Daerah. °

BAB IV
GARIS SEMPADAN

Bagian Pertama
Jalan

Pasal 22

Garis Sempadan Jalan dihitung dari j j

- C ri As

e bortiat -2 g jalan dengan jarak

a. iztz: erteri Primer sekurang-kurangnya 15 (lima belas)

b. Jalan Arteri Sekunder sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) meter;

c. Jalan Kolektor Primer sekurang-kurangnya 12 (dua

belas) meter;
d. Jalan Kolektor Sekunder sekurang-kurangnya 11 (sebe-

las) meter;
e. Jalan Lokal Primer sekurang-kurangnya 9 (sembilan)

meter;
f. Jalan Lokal Sekunder sekurang-kurangnya 7 (tujuh)

meter;
g. Jalan By Pass sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter.

Bagian Kedua
Jembatan

pasal 23

Garis Sempadan Jjembatan sekurang-kurangnya 100 (sera-
tus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar
masing-masing pangkal /kepala jembatan sejajar as jalan.

Bagian Ketiga
Jalan Persimpangan

Pasal 24
(1) Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebidang adalah
sebagai berikut :

a. untuk pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga
yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat
pertemuan as jalan masing-masing sepanjang :

1) 1 % (satu setengah) kali lebar jalan yang ber-
sangkutan untuk kawasan perkotaan ;

(dua setengah) kali lebar jalan yang ber-

2) 23
kutan untuk kawasan luar perkotaan.

sang
terletak pada sisi-sisi segi.-
dutnya ditentukan dari_tltlk
1an masing-masing sepanjang :

b. untuk perempatan,
empat yang titik su
pusat pertemuan as ja
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1) 1 % (satu setengah) kali lebar jalan yang ber-
sangkutan untuk kawasan perkotaan ;

2) 2 ¥ (satu setengah) kali lebar jalan yang ber-
sangkutan untuk kawasan luar perkotaan.

c. untuk perlimaan atau lebih, terletak pada sisij
sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan d?rl
titik pusat pertemuan as jalan masing-masing
sepanjang 2 1 kali lebar jalan yang bersangkutan.

(2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c

ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang tidak ada keten-
tuan lain.

(3) Gambar garis sempadan sebagaimana dimaksud huruf a, b
dan c ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang
adalah sebagai berikut :

a. untuk perempatan, terletak pada sisi-sisi jalan
yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan,
dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing
jalan yang bersimpangan tersebut ;

b. untuk perempatan yang dilengkapi jalan samping
(membelok), adalah sejajar mengikuti lengkungan
haris yang dibuat dari kedua as jalan yang bersim-
pangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan
jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis
sempadan jalan yang lebih besar.

(2) Gambar garis sempadan sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Jalan Tikungan

Pasal 26

(1) Garis Sempadan Jalan Tikungan terletak pada garis
lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur
yang masing-masing menghubungkan dua buah titik di as

jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu
sepanjang :

a. 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk
jalan-jalan di kawasan perkotaan s

b. 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk
jalan-jalan di luar kawasan perkotaan.

(2) Gambar garis sempadan
Pasal ini adalah sebaga
Peraturan Daerah ini.

sebagaimana dimaksud ayat (1)
imana tercantum dalam Lampiran



Bagian Kelima
Larangan

Pasal 27

Dilarang

a.

(1) Daerah Sempadan Jalan da

- menanam di suatu tikungan

- Mémasang sesuatu benda di tepi

- mendirikan / memasan

mendirikan suatu bangunan atau menggali tanah/menimbun
sesuatu barang/bahan diantara garis sempadan jalan ;
dalam pada suatu jalan
uh-tumbuhan yang tingginya lebih dari
diukur dari bagian terendah perkerasan
gan tersebut apabila jari-jari dari as
i 6 (enam) kali lebar sempadan jalan

segala macam tumb
1 (satu) meter,

jalan pada tikun
jalan kurang dar

s

Daerah Milik Jalan
setinggi kurang dari 3 % (tiga setengah) meter diukur
dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai
bagian bawah benda tersebut

g suatu bangunan umum/benda melin-
engan tinggi kurang dari 5 % (lima
diukur dari bagian perkerasan Jalan
ampai bagian bawah bangunan/benda

tas di atas jalan d
setengah) meter,
yang tertinggi s
tersebut.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN JALAN

Bagian Pertama
Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan

Pasal 28

pat dimanfaatkan oleh masya -

rakat/instansi/lembaga/badan untuk penempatan :

perkerasan jalan ;
trotoar ;

jalur hijau ;

jalur pemisah ;
Jaringan utilitas :
sarana umum ;
parkir ;

. saluran air hujan :

b

alat perlengkapan jalan.

“ChH@Q B QA0 T

(2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini tidak boleh mengganggu fungsi jalan,
pandangan dan tidak merusak konstruksi Jalan.

(3) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan jalan harus se-

(1) Pemanfaatan Daerah Sempadan Pagar

izin Pembina Jalan.
Pasal 29

terhadap jalan
dapat digunakan untuk penempatan reklame, taman, pos
kamling, gardu listrik, dan telpon umum.

(2) Pemanfaatan .
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(2) pemanfaatan Daerah Sempadan Pagar sebaggimana dimak-
sud ayat (1) Pasal ini harus seizin Pembina Jalan.

Bagian Kedua
Penguasaan Daerah Sempadan Jalan

Pasal 30

Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan, apabila akan dij
jadikan Daerah Sempadan Jalan yang dikuasai instansi
tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
WEWENANG PEMBINAAN JALAN
Pasal 31

(1) Wewenang Pembinaan Jalan Kabupaten adalah Pemerintah
Daerah.

(2) Wewenang Pembinaan Jalan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini adalah meliputi wewenang penyusunan
rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah,
dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan,
serta wewenang pemeliharaan dan pengaturan peruntuk-
kan jalan.

(3) Wewenang Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksuq aygt
(2) Pasal ini meliputi perawatan, rehabilitasi,
penunjangan, dan peningkatan jalan.

Pasal 32

(1) Pembina Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan
Daerah ini, berkewajiban untuk sesegara mungkin

mengadakan perbaikan jalan terhadap jalan-jalan yang
rusak.

(2) Terhadap jalan-jalan yang rusak sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini dan belum dapat diperbaiki, pembi-
na Jjalan mempunyai kewajiban memasang rambu-rambu
peringatan.

BAB VII
PAKSAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, 11, 12, 13,
15, 16, 18, 19, 21, 28 dan 29 Peraturan Daerah ini,
termasuk pelanggaran terhadap ketertiban dan kelancar
an penggunaan jalan dapat dikenakan paksaan penegakan

Peraturan Daerah berupa pembongkaran dan perubahan
bangunan serta pencabutan tanaman.

(2) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, harus didahului dengan peringatan
tertulis oleh Pejabat yang berwenang.

(3) Pembebanan .....




(3) Pembebgnan biaya atas pelaksanaan pemberian sanksi
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditanggung
seluruhnya atau sebagian oleh pemilik bangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana di -
atur dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 28
dan 29 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana
kgrquan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda seting-
gl-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkugan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyi-
dikan tindak pidana.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini adalah meliputi

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ke -
terangan atau laporan berkenaan dengan Tindak
Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap :

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenar-
an perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana retribusi daerah ;

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana re-
tribusi daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pe -
laksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi
Daerah ;

g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;

h. memotret .....
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang psrlu yntuk kelapcarj
an penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawab
kan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikap
Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai
dengan yang diatur dalam Undang-undang Negara Re -
publik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

(1) Semua bangunan dan atau. kegiatan yang ada di Daerah
Sempadan Jalan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah
Sempadan Jalan harus disesuaikan selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(2) Bangunan dan atau kegiatan yang mengganggu dan
atau membahayakan terhadap fungsi Daerah Sempadan
Jalan yang ada, selambat-lambatnya dalam waktu 1
(satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah
sudah harus dipindahkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penetap
an Garis Sempadan sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor
2 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39 .....




.L(:: .

Pasal 39

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundang

kan.

figar supaya setiap orang dapat mengetohuinva, memerintah-
kan pengundangan Poraturan Dacrah ini dengan penempatan
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tangasl w4 Juli 2000

BURPATI KLDUS,
/

MUHAMMAD AMIN MUMADIAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
‘ A o J_/: ’O
o /%/’é* !
¢ AFRU SUDIATHOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR

11



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG JALAN

GARIS SEMPADAN JALAN

1. SEMPADAN JALAN PADA PERTIGAAN

TIPE |

GARIS SEMPADAN JALAN

v »
L
ZP>prr>»c Dr»oOmr

g €7 774 é‘ e e e e T T a . i .
A e I)a a o051 Al XI 2
A

N A

KETERANGAN :
1.x1, X2, X3, adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

2. c¢1, c2,c3 adalah lebar jalan

3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a. oal=15xc1
b. oa2=1,5xc¢2
c. oa3=15xc3

4. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a.oal=25xci
b.oa2=25xc2
c.0a3=25xc3



TIPE I

\\ w S
“\_ LEBAR JAIAN
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GARIS SEMPADAN JALAN

KETERANGAN :
1.x1, X2, X3, adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

2. ¢1, c2,c3 adalah lebar jalan

1. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a. oal=15xci
b. ca2=15x¢2
c. oa3=15xc3

2. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a.oal1=25xcl
b.oa2=25xc2
c.0a3=25x¢3
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2. GARIS SEMPADAN JALAN PERSIMPANGAN UNTUK PEREMPATAN
TIPE !

;
o

/ ARIS SEMPADAN JALAN

— P e
N
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i
i
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i
i
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KETERANGAN :

1. x1, X2, X3, x4 adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

2. ¢1, c2,c3, c4 adalah lebar jalan

3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a. oal=15xc1
b. 0a2=15x¢c2
c. oa3=15x¢c3
d. oad=1,5xc4

4. Luar kawasan perkotaan,
a.oal =25xct
b.oa2 =2,5xc2
c.0a3=25xc3
d.oad =2,5xc4

panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
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TIPE 1l

GARIS SEMPADAN JALAN

o
py

1
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KETERANGAN :

1. x1,x2, X3, x4 adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
2. ¢1,¢2,¢3, c4 adalah lebar jalan

4. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a. olal=15xci
b. 01a2=15x¢2
€. 02a3=15x¢3
d. 02a4=15xc4
S. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a.0la1=25x¢1
b.o1a2=25x¢2
c.0la3=25x¢3
d.olad=25xc4




3. GARIS SEMPADAN JALAN PERSIMPANGAN UNTUK PERLIMAAN ATAU LEBIH

Z>rp» o P> oM

LEBAR JALAN

LEBAR JALAN

3
LEBAR JALAN

LEBAR JALAN

KETERANGAN :
1.x1, X2, X3 dan x4 adalah Sempadan Jalan terhadap jalan yang bersangkutan.
2. c1, ¢2,c3, c4 adalah lebar jalan
3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
.oal=15xc1
.oa2=15xc2
oa3=15xc3
.oa4=15xcd
e. 0ad=15xchS
4. Luar kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :

a o T o

a. oal =25xc1
b. 0a2=2,5x¢c2
c. oa3=25xc3
d. ca4d=25xc4
e. 0a5=25xchS
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;4. GARIS SEMPADAN JALAN PERSIMPANGAN TIDAK SEBIDANG
UNTUK PEREMPATAN

LEBAR JALAN

GARIS SEMPADAN JA

ZyPrrpc DPBPOM
ZP»r>»c D OMC

LEBAR JALAN

KETERANGAN :

1. x1, X2, X3, x4 adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
2. ¢1,¢c2,c3, c4 adalah lebar jalan
3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a. oal=15xc1
b. 0a2=1,5xc2
c. 0oa3=15xc3
d. ca4=15xc4
4. Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a.oal=25xc1
b.ca2=25x¢2
c.0a3=25x¢3
d.oad =25x c4




o.  GARIS SEMPADAN JALAN PERSIMPANGAN TIDAK SEBIDANG UNTUK
PEREMPATAN YANG DILENGKAP! JALAN SAMPING (MEMBELOK)

LEBAi‘JDLAN

A

ZPprprpe DFOMC
Zbr—h‘-v D>@mr

KETERANGAN :

1. x1, X2, X3, x4 adalah sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
2. ¢1, c2,c3, ¢4 adalah lebar jalan
3. Kawasan Perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a. oal=15xci
b. ca2=15x¢2
c. 0a3=15xc3
d. oa4=15xc4
4, Luar kawasan perkotaan, panjang titik sudut dari titik pusat adalah :
a.oa1=25xct
b.oa2=25xc2
c.0a3=25xc3
d.oad=25xc4



6. GARIS SEMPADAN JALAN TIKUNGAN

LEBAR :ALAN LEBAR JALAN
c14

ﬂ\

!
|

Tali busur

KETERANGAN :
1. Kawasan perkotaan, panjang tali busur addalah 3 x lebar jalan

2. Luar kawasan perkotaan, panjang tali busur adalah 5 x lebar jalan

BUPATI KUDUS,

e

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

JAaLAN

PENJELASAN UMUM
ehidupan bang~

a.

erhubungan dalam K 3
pada hakekatnya men

jalan

ita mengendalikan struktur

ditingkat i maupun
judan/perkemban—

{1 pemban—

perda-

Sebagai salah satu prasarana p
sa, kedudukan dan peranan jaringan

yangkut hajat hidup orang banyaK se
pengembangan daerah wilayah baik

tingkat daerah,

gan di daerah yang seimbang dan pemerataan

gunan dalam rangka mewuju

sarkan pancasila.

ranan jalan seperti itu, sudah selayaknya

i jaringan jalan. pengan hak penguasaan

jalan ada pada negara, pemerintah, baik di tingkqt pusat maupun

daerah sebagai pemegangd pemerintahan mempunyal hak memblna

jalan. pembinaan jalan yang menjamin terselenggaranyd peranan
inaan jalan yang konsep—

jalan harus berdasarkan 1andasan pemb1
sional dan menyeluruh.

pDalam kedudukan dan pe
apabila Negara menguasa

pembinaan jalan sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasa—
rana perhubungan melibatkan unsur masya rintah,
sehingga pelaksanaa
rakat maupun pemerin S

naan Jjalan memerlukan kesepakatan atas peng
sasaran pokok yang harus dilandasi oleh Jjiwa pen
tanggung jawab kepada negara dan bangsa.

ah pokok jalan memberikan

tiap usaha pembi-
enalan masalah
gabdian dan

petunjuk bahwa pem -
1 dan menyeluruh perlu melihat
istem jaringan jalan yang meng -~
an pusat—pusat pertumbuhan yaitu kota—-kota.
palam hubungan ini dikenal istem jaringan jalan primer dan

sistem jaringan sekunder. pada setiap sistem jaringan Jjalan
diadakan pengelompokkan jalan menurut pernan, pertimbangan
pelaksanaan masih diperlukan pengelompokkan jalan menurut

wewenang pembinaan jalan.

pengenalan masal
binaan Jjalan Ya
jalan sebagai su
ikat dan menghubungk

pemerintah maupun masyara-
pemerintah dalam pembinaan
an kepada instansi-
daerah atau kepada

ak dan kewajiban
k bahwa wewenang
hkan dan atau diserahk

tingkat pusat muapun

penegasan tentang h
kat memberi petunju
jalan dapat dilimpa
instansi pemerintah

badan hukum dan perorangan.
Penyerahaq wewenang pembinaan jalan tersebut tidak melepas
tanggung jawab pemerintah atas pembinaan jalan tersebut.

jalan menyangkut hajat hidup orang
kekatnya mempunyai fungsi sosial yang
itu setiap wewenang pembinaan
rhatikan sebesar—besarnya

Bertolak pada pengertian
banyak, maka jalan pada ha
gangat menonjol. Q0leh karena
jalan harus dijalankan: dengan mempe

kepentingan umum.
g. Di dalam .....



1I.

(o]
L

h Garis

lingkungan sekitarnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

g. D1 dalam Perat
sempadan Jalan uran Daerah ini juga mengatur mésalaarahan,
panduan d , yang dimaksudkan untuk dapat memberikan A
alat an petunjuk penyusunan rencand cekaligus merup?
sehin pengendalian dalam rangka pelaksanaan pembangunannga,
gga terwujud lingkungan yand serasi dan aman terhadapP
Pasal 1 s.d R
: o ¢
Pasal 2 ukup jelas.
Pasal 3
ayat (1) : Dengan penjenjangan kota, ‘yaitu kqta JenJag?b::ah
satu, jenjang kedua, jenjang ket1ga t;anditinjau
jenjang ketiga adalah pen%élompokan kota
dari pembinaan jaringan jalan. )
Yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu 1a%?h =
melayani seluruh satuan wilayd
a serta memil1l~—
ayat (2)
pasal 4
ayat (1)
ayat (2)

. speed) ad

: Kawasan adalah wilayah yan

- Jalan dengan kecepatan rencana

kota yang berperan
pengembangannya, dengan kemampuanny
ki orientasi ke luar wilayahnya.
vang dimaksud kota jenjang kedua adalah kota_yangh
sebagian dari satuan wilaya
pelayanan jasa

berperan melayani ! L

pengembangannya dengan kemampuarl Tk
ih ndah dari kota jenjang kegatu dala

A iaval an terikat jang-

satuan wilayah pengembangannya Jal
kota Jjenjand kedua serta memilikl

kauan jasa ke a J
oreintasi ke kota jenjang kesatu. :
Yang dimaksud dengan kecepatan rencana (design

yang dapat
pa gangguan dan aman.

alah kecepata
Jalan dengan kecepatan cana paling rendah 60
dalah jalan yang
dengan persya e0
terhadap kecepatan minimum 60 (enam
naan (design hourly volume) t
0 (enam puluh) km/jam

dicapai bila berjalan tan
ren ! :

(enam puluh) km/jam a Q1desa1n

ratan—persyaratan geometrlk yang
diperhitungkan T
puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perenca-

kendaraan bermotor

dapat menggunakan kecepatan 6
dengan aman.

g dibatasi oleh lingkup

i tertentu.

dalah kawasan kota yang mempunyai

pengamatan fungs
Kawasan primer a
fungsi primer.

Kawasan Sekunder adalah kawasan kota yang mem -~

punyal fungsi sekunder .
Fungsi primer suatu kota adalah sebagai titik
daerah Jjangkauan

simpul Jasa distribusi bagi

peranannya.
Fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan
pelayanan terhadap warga kota sendiri yang lebih
berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal.

n perumahan dalam ayat ini

Yang dimaksud denga
adalqh bangunan atau bagiannya termasuk halamannya
dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu untuk

tempat tinggal.
paling rendah 30

(tiga puluh) km/jam adalah jalan yang didesain
dgngaq persyaratan-persyaratan geometrik yang
diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 30 (tiga
puluh) km(gam, sehingga pada volume jam perenca-
naan (design hourly volume) kendaraan bermotor
dapat menggunakan kecepatan 30 (tiga puluh) km/jam

dengan aman.



Pasal 5
ayat (1)

ayat (2)

Pasal ¢
ayat (1)
ayat (2)

Pasal 7
ayat (1)
ayat (2)

pPasal 8
ayat (1)
ayat (2)

Pasal 9
ayat (1)
ayat (2)

Yang dimaksud dengan kota jenjang ketiga adalah
kgta yang berperan melayani sebagian dari satuan
wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelaya=
nan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua
dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat
jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memili—
ki orientasi ke kota jenjang kedua dan ke Kota
jenjang kesatu.

paling rendah 40

: Jal tan rencana i i
an dengan kecepa lan yang didesain

(empat puluh) km/jam adalah ja C
dengan persyaratan~persyaratan geometrik yang

diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 40
(empat puluh) km/jam, sehingga pada volume Jjam
perencanaan (design hourly volume) kendaraan
bermotor dapat menggunakan kecepatan 40 (empat

puluh) km/jam dengan aman.

: cukup jelas. .
: Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 20

(dua puluh) km/jam adalah jalan yang didesain

dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang
diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 20 (dua
puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perencana-
an (design hourly volume) kendaraan bermotor dapat
menggunakan kecepatan 20 (dua puluh) km/jam dengan

aman.

: cukup Jjelas.
- Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 20

(dua puluh) km/jam adalah jalan yang didesain
dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang
diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 20 (dua
puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perenca-
naan (design hourly volume) kendaraan bermotor
dapat menggunakan kecepatan 20 (dua puluh) km/jam
dengan aman.

: cukup jelas.
: Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 10

(sepuluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan
persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhi-
tungkan terhadap kecepatan minimum 10 (sepuluh)
km/jam, sehingga pada volume jam perencanaan
(design hourly volume) kendaraan bermotor dapat
menggunakan kecepatan 10 (sepuluh) km/jam dengan
aman.

: cukup jelas.

Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 60

(enam puluh) km/jam adalah jalan yang didesain
dgngaq persyaratan-persyaratan geometrik yang
dlperhltungkan terhadap kecepatan minimum 60 (enam
puluh) km(;am, sehingga pada volume jam perenca-
naan (design hourly volume) kendaraan bermotor

dapat menggunakan kecepata A
dengan aman. patan 60 (enam puluh) km/jam

Pasal 10 .....



pasal 10

ayat (1)

ayat
ayat

pPasal 11
ayat

ayat

(1)
(2)

n jalan adalah bangu~

- yang dimaksud dengan media -
lan untuk memisahkan

nan yang berada di as Ja
arah lalu lintas yang berlawanan ;
asan jalan adalah

- yang dimaksud dengan perlu
hubungan darat ;

suatu perluasan prasarand per

jalur pemis
t untuk mem
lambat ;

- yang dimaksud dengan ah jalan adalah
bangunan yang dibua pedakan antara
jalur cepat dan jalur

- yang dimaksud dengan bahu jalan adalah sebagian
kelengkapan jalan yang diperuntukkan sebagai
pengaman badan jalan dan sebagai tempat cadangan
bagi kendaraan yang perhenti sementara;

an saluran tepi Jjalan adalah

unakan untuk menampungd dan
hujan yang jatuh di Daerah
tidak merusak konstruksi

- yang dimaksud dengd
saluran yang dig
menyalurkan air
Manfaat Jalan sehingga
jalan ;

- yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur peja-
lan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan
iebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan
untuk menjamin keamanan psjalan kaki yang ber-—
sangkutan ;

- yang dimaksud dengan lereng adalah tanah yang
berada di sebelah kanan dan kiri jalan yangd
letaknya lebih tinggi dari permukaan jalan ;

engan ambang pengaman adalah
ng berada di lereng tepi Jjalan

tuk pengaman lalu lintas ;

- yang dimaksud d
suatu bangunan ya
yang dipergunakan un

bunan dan galian adalah

- yang dimaksud dengan tim
suatu kegiatan menimbun dan menggali tanah yang

dipergunakan untuk suatu bangunan pada jalan ;

an gorong-gorong adalah bangu-

- yang dimaksud deng
kan air yang memotong/melintas

nan untuk mengalir
pada jalan ;

- yang dimaksuq dengan perlengkapan jalan adalah
§arana penunjang untuk memudahkan para pengguna
jalan seperti1 rambu-rambu lalu lintas, lampu

penerangan jalan dan traffic light ;

yang dimaksud dengan bangunan pelengkap lainnya
adalah_sarana penunjang jalan yang dipergunakan
sebagai kelengkapan jalan seperti Jjembatan
saluran air dan gorong-gorong. ’

: cukup jelas
- cukup jelas

Badan jalan meliputi jalur lalu 1i

) r 3 intas, dengan

atqu tappa jalur pemisah dan bahu jalan. ¢
Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari

permukaan jalur lalu lintas.
Pasal 12 .....



Pasal 12
ayat (1)

ayat Ezg
ayat
Pasal 13 s.d
Pasal 15
Pasal 16

ayat (1;
ayat (2

ayat (3;
ayat (4

pasal 17 s.d
pasal 18

pasal 19
ayat (1)

ayat 52;
ayat (3

pasal 20

pasal 21 s.d
pasal 31

pasal 32 ayat
ayat (1)

ayat (2)

pasal 33 s.d
Pasal 39

dan menyalurkan air hujan yang Ja

) digunakan dalam kaitan dengan

" dimaksud dalam pasa

'yang belum dapa

n

tama menampung

Saluran tepi jalan dimaksudkan teru €
satuh di Daerah

Manfaat Jalan.

: cukup jelas
- cukup jelas

: cukup jelas.

cukup jelas :
Peruntakan Daerah Milik Jalan selain untuk Daerab
Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penamba
han jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan

untuk pengamanan jalan adalah :

a. masangan papan iklan, hiasan, gapura, dan
e . . sifat sementara ;

benda-benda sejenis yang ber .
b. pembuatan pbangunan—-bangunan sementara atau seml
permanen untuk kepentingan umum yang_mudah
dibongkar setelah fungsinya selesal, misalnya
gardu jaga, direksi kit, dan sebagainya.
Cc. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan,
i duhan lingkungan yang

berkaitan dengan kepentingan umtl i ]
d. penempatan bangunan utlllpas,‘mlsalnya tiang
telepon, tiang listrik, air minum, p1pa gas dan

lainnya yang bersifat melayani kepentingan
umum.

: cukup jelas
: cukup Jjelas

- cukup jelas

pengemudi adalah istilah yang
i hambatan terhadap

pandangan pengemudi kendaraan misalnya pada bangu-
nan yang didirikan pada sisi dalam tikungan tajam,
asap atau permukaan jalan yang munyilaukan.

pandangan bebas

- cukup jelas.
- cukup jelas.

Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana
1 ini diukur dengan Jarak ke
setiap sisi dari as jalan sesuai dengan persyarat-
an klasifikasi fungsional jalan yang bersangkutan.
Dalam hal jembatan, lebar Daerah Pengawasan Jalan
diukur dari tepi luar pangkal jembatan.

Batas luar

- cukup jelas.

perbaikan terhadap jalan rusak yang membahayakan,
t diperbaiki sebagaimana mestinya

untuk sementara dilaksanakan perbaikan secara
darurat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari
adanya laporan kerusakan jalan guna mengurangi
tingkat resiko kecelakaan.

cukup jelas.

: cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4
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